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Isi Berita:

Emsatunews.co.id,  Pemalang – Kabar  gembira  dengan datangnya 16 unit  Ambulans 

Siaga  yang  diperuntakan  untuk  desa  di  Kabupaten  Pemalang  yang  disebut  sebagai 

bagian  dari  program prioritas  Bupati  Pemalang  Anom Widiyantoro  kini  menjadijan 

polemik khususnya mengenai transparansi anggaran dan mekanisme pengadaannya.

Sorotan  tajam  datang  dari  kalangan  pemerhati  hukum  anggaran  dan  pengadaan 

barang/jasa  pemerintah,  khususnya dari  Dr.  (c)  Imam Subiyanto,  S.H.,  M.H.,  CPM, 

seorang penasihat hukum dan praktisi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pasalnya 

dalam pernyataannya di salah satu media online, Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang, Nur Aji Mugi Harjono, sebelumnya 

mengonfirmasi kedatangan 16 ( enam belas ) Mobil Ambulans Siaga, Mobil ambulans 

tersebut  merupakan  program  Bupati  Pemalang  Anom  Widiyantoro  tanpa  merinci 

anggaran dan mekanisme Pengadaannya.Oleh karena itu  Imam Subiyanto mendesak 

agar  Pemerintah Kabupaten Pemalang membuka secara  terang benderang dua aspek 

krusial: sumber anggaran dan prosedur pengadaan.

Menurut Imam Subiyanto ketika diwawancarai pada Sabtu, 24 Mei 2025 mengatakan 

setiap belanja daerah, termasuk pengadaan 16 unit ambulans ini, harus memiliki dasar 

hukum yang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini 

ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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“Publik berhak mengetahui, apakah pengadaan 16 ambulans tersebut tercantum dalam 

APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran berjalan?” tanya Imam. Ia menambahkan, 

jika pun bersumber dari hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK), atau bahkan Corporate 

Social  Responsibility  (CSR)  sekalipun,  dana  tersebut  tetap  harus  tercermin  dalam 

perubahan  APBD  dan  diadministrasikan  secara  akuntabel  ,”Tidak  boleh  ada 

pembelanjaan barang milik daerah di luar mekanisme anggaran resmi. Itu melanggar 

asas legalitas belanja daerah dan membuka potensi pelanggaran hukum,” tegasnya.

Lebih  lanjut,  dari  segi  prosedur  pengadaan,  Imam  Subiyanto  menyoroti  Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan 

ini  menekankan prinsip efisien,  transparan,  bersaing,  adil,  dan akuntabel.  Mengingat 

nilai  pembelian 16 ambulans ini  kemungkinan mencapai miliaran rupiah,  pengadaan 

seharusnya dilakukan melalui tender terbuka atau e-purchasing melalui e-katalog LKPP.

“Jika pengadaan dilakukan secara penunjukan langsung tanpa alasan yang dibenarkan 

regulasi, maka itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum pengadaan,” 

imbuhnya.

Ia juga memperingatkan, potensi penyalahgunaan anggaran dapat berujung pada temuan 

Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atau  bahkan  masuk  ke  ranah  pidana  jika 

menyebabkan kerugian negara, sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor).  Imam  Subiyanto  mendesak  Pemerintah  Kabupaten  Pemalang,  khususnya 

BPKAD, untuk segera mempublikasikan rincian proses pengadaan ini secara terbuka 

kepada publik. Langkah ini tidak hanya mencerminkan akuntabilitas anggaran, tetapi 

juga mencegah asumsi negatif yang berkembang ,”Fungsi pengawasan DPRD Pemalang 

juga diuji, apakah mereka telah mengevaluasi pos anggaran program prioritas kepala 

daerah ini secara menyeluruh, atau sekadar menjadi lembaga stempel?” ungkapnya.

Masih  kata  Imam  Subiyanto,  niat  baik  untuk  membangun  masyarakat  tidak  boleh 

mengabaikan tata kelola keuangan yang tertib. “Jika tidak diimbangi dengan kepatuhan 

pada aturan hukum, program sebesar apa pun hanya akan menghasilkan prestasi semu 

dan membuka celah risiko hukum bagi para pelaksana anggaran, pemerintah dituntut 

menjamin bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan tata kelola yang baik dan 

sesuai hukum, masyarakat berhak tahu, dari mana ambulans itu dibeli, bagaimana cara 

membelinya,  dan  siapa  yang  mendapat  untung  dari  pengadaan  itu,”  tutup  Imam 

Subiyanto,  menyerukan  agar  program  pelayanan  kesehatan  ini  menjadi  warisan 

pembangunan  yang  bersih,  dijalankan  dengan  prinsip  good  governance.(Joko 

Longkeyang ).
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Catatan :

 Berdasarkan  artikel  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  kabar  gembira  dengan 

datangnya 16 unit Ambulans Siaga yang diperuntukkan untuk desa di Kabupaten 

Pemalang  yang  disebut  sebagai  bagian  dari  program  prioritas  Bupati  Pemalang 

Anom  Widiyantoro  kini  menjadijan  polemik  khususnya  mengenai  transparansi 

anggaran dan mekanisme pengadaannya. Setiap belanja daerah, termasuk pengadaan 

16  unit  ambulans  ini,  harus  memiliki  dasar  hukum yang  jelas  dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan  dasar  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  Penerimaan  dan 

Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah 

dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas:

a) Belanja Daerah; dan

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah.

d. Pasal  55  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Klasifikasi  Belanja  Daerah  terdiri  atas: 

antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. 

belanja transfer
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e. Pasal  56  ayat  (1)  menyatakan bahwa,  Belanja  operasi  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang 

dan jasa

f. Pasal  59  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Belanja  barang  dan  jasa  sebagaimana 

dimaksud  dalam Pasal  56  ayat  (1)  huruf  b  digunakan  untuk  menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, 

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak 

ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja 

barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, 

jasa  kantor,  jasa  asuransi,  perawatan  kendaraan  bermotor,  cetak/penggandaan, 

sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa 

perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan 

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, 

perjalanan  dinas  pindah  tugas,  pemulangan  pegawai,  pemeliharaan,  jasa 

konsultansi,  jasa  ketersediaan  pelayanan  (availability  payment,  lain-lain 

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa 

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa 

yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan 

PNS,  belanja  kursus,  pelatihan,  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis  PNS,  dan 

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang 

dimaksud  dengan  "barangfjasa  yang  akan  diserahkan  atau  dijual  kepada 

masyarakat/pihak  ketiga"  adalah  barang/jasa  yang  terkait  dengan  pencapaian 

Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan 

untuk menganggarkan jalan,  irigasi,  dan jaringan mencakup jalan,  irigasi,  dan 

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

h. Pasal  159  ayat  (1)  menyatakan  bahwa Pengelolaan  BMD adalah  keseluruhan 

Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian, 

pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan  dan  pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian.

 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

a. Pasal  1  angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan 

pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah 
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Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan 

dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

2) Hibah dari Pemerintah Daerah.

c. Pasal 3cmenyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau 

jasa.

d. Pasal  4  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Hibah  kepada  Pemerintah  Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

a) Pemerintah;

b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 62

a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, 

badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum  Indonesia,  yang  secara  spesifik  telah 

ditetapkan peruntukannya,  bersifat  tidak  wajib  dan tidak  mengikat,  serta  tidak 

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan  untuk  menunjang  pencapaian  Sasaran  Program  dan  Kegiatan 

Pemerintah  Daerah  sesuai  kepentingan  Daerah  dalam  mendukung 

terselenggaranya  fungsi  pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 

masyarakat.

c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggarkan  dalam APBD sesuai  dengan  kemapuan  Keuangan  Daerah  setelah 

memprioritaskan  pemenuhan  belanja  Urusan  pemerintahan  Wajib  dan  Urusan 

pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II.  APBD D. Belanja Daerah 2.  Ketentuan Terkair  Belanja Operasi  tentang 

Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
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a. Belanja  hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah lainnya, 

badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum  Indonesia,  yang  secara  spesifik  telah 

ditetapkan peruntukannya,  bersifat  tidak  wajib  dan tidak  mengikat,  serta  tidak 

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja  hibah berupa  uang,  barang atau  jasa  dapat  dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja  urusan  pemerintahan  wajib  dan  belanja  urusan  pemerintahan  pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pemberian  hibah  ditujukan  untuk  menunjang  pencapaian  sasaran,  program, 

kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam 

mendukung  terselenggaranya  fungsi  pemerintahan,  pembangunan,  dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan 

manfaat untuk masyarakat.

d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang 

bersifat  nirlaba,  sukarela  dan  sosial  yang  dibentuk  berdasarkan  peraturan 

perundangundangan;  (b)  yang  bersifat  nirlaba,  sukarela  dan  sosial  yang  telah 

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau 

bupati/wali  kota;  atau  (c)  yang  bersifat  nirlaba,  sukarela  bersifat  sosial 

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat,  dan 

keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui 

pengesahan  atau  penetapan  dari  pimpinan  instansi  vertikal  atau  kepala  satuan 

kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang 

didirikan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan 

hibah yang diterimanya. 

g. Tata  cara  penganggaran,  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  pelaporan  dan 

pertanggungjawaban  serta  monitoring  dan  evaluasi  hibah  diatur  lebih  lanjut 

dengan peraturan kepala daerah.

h. Kepanjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab 

sosial  perusahaan.  Secara  sederhana,  CSR  adalah  kegiatan  perusahaan  yang 

memiliki  tanggung  jawab  secara  sosial  kepada  masyarakat  sekitar  dan 
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masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan.  CSR merupakan suatu 

bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  kepada 

semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang 

memiliki manfaat.  Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari 

jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk 

ekonomi, sosial dan lingkungan.1

i. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan 

sebuah  program  yang  memiliki  manfaat.  Dengan  mempraktekkan  CSR, 

perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua 

aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.2

 Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada 

Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab 

tentang  keuangan  negara  diadakan  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang 

peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"

 Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:

1. Pasal 23 E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara 

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil  pemeriksaan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  lembaga  perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

2. Pasal 23 F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan  memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan 

diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

3. Pasal 23 G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki 

perwakilan di setiap provinsi.

1  https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-
dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas
%20hingga%20pemangku%20kepentingan.

2  Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses 
dari :https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-
manfaat-dan-contohnya, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan 

undang-undang.

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

a. Pasal  1  angka  1  menyatakan  bahwa  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang 

selanjutnya  disingkat  BPK,  adalah  lembaga  negara  yang  bertugas  untuk 

memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  sebagaimana 

dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

1945.

b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas 

dan  mandiri  dalam  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan 

negara.

c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan 

tanggung  jawab  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat, 

Pemerintah Daerah,  Lembaga Negara lainnya,  Bank Indonesia,  Badan Usaha 

Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga 

atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana  

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat  

suatu instansi
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